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BPKH. Barang. Dapat Dinilai dengan Uang.
Pengelolaan Kekayaan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN BERUPA

BARANG YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji
Badan Pengelola Keuangan Haji memiliki kewenangan
untuk melakukan pemindahtanganan kekayaan berupa
barang yang dapat dinilai dengan uang;

bahwa Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor
3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa
Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang belum mengatur
mengenai  pemindahtanganan  kekayaan  tersebut
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan
Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan
Berupa Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Berupa
Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1550);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN BERUPA BARANG
YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola
Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kekayaan Berupa Barang Yang Dapat Dinilai Dengan Uang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1550),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan

pengelolaan keuangan haji.
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Barang yang Dapat Dinilai dengan Uang yang
selanjutnya disebut Barang adalah setiap benda baik
berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan Barang.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang.

Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan Barang yang berada  dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Perencanaan Kebutuhan Barang adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan Barang untuk
menghubungkan pengadaan Barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.
Rencana Kebutuhan Barang yang selanjutnya
disebut RK Barang adalah dokumen perencanaan
Barang untuk periode 1 (satu) tahun.

Hasil Penelaahan RK Barang adalah dokumen
penelaahan RK Barang antara Pengguna Barang dan
Pengelola Barang.

Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RK Barang
adalah dokumen penelaahan RK Barang yang
diusulkan untuk dilakukan perubahan.

Perubahan Hasil Penelaahan RK Barang adalah
dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil
Penelaahan RK Barang antara Pengguna Barang dan
Pengelola Barang.

Rencana Strategis Badan, yang selanjutnya disebut
Renstra adalah dokumen perencanaan BPKH untuk
periode S (lima) tahun.

Standar Barang adalah spesifikasi Barang yang
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ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan
Barang dalam perencanaan kebutuhan Bidang di
lingkungan BPKH.

Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah Barang
yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan
pengadaan dan penggunaan Barang dalam
perencanaan kebutuhan BPKH.

Penggunaan Barang adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pengguna Barang yang mengelola dan
menatausahakan Barang yang sesuai dengan tugas
dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan dan/atau optimalisasi Barang dengan
tidak mengubah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan Barang oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan
uang tunai.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang
kepada pihak lain dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang dari
BPKH kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat
KSP adalah pendayagunaan Barang oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan badan dan sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS
adalah Pemanfaatan Barang berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
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